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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendapatan negara yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) menjadi pilar utama dalam mendukung perekonomian 

Indonesia. Pada tahun 2024, sekitar 82,4% dari total penerimaan negara berasal dari 

sektor perpajakan. Namun, data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa 

realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp1.932,4 triliun, atau sekitar 97,2% 

dari target APBN yang ditetapkan sebesar Rp1.988,9 triliun. Meskipun angka ini 

mengalami pertumbuhan sebesar 3,5%, kondisi tersebut tetap mengindikasikan 

bahwa pemerintah masih menghadapi tantangan besar dalam mengoptimalkan 

penerimaan dari sektor perpajakan. Salah satu penyebab utamanya adalah 

rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dalam upaya memastikan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan meningkatkan kesadaran kepatuhan para Wajib Pajak, 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu bertindak cepat dalam menanggapi potensi 

ketidakpatuhan pajak. Kondisi ini sangat penting mengingat pajak merupakan 

sumber pendapatan utama negara yang dimanfaatkan untuk mendanai 

pembangunan dan menunjang kesejahteraan masyarakat. 

Ketidakpatuhan pajak di Indonesia sering kali berasal dari ketidakpahaman 

Wajib Pajak terhadap peraturan yang berlaku, serta adanya persepsi bahwa 

penghindaran pajak adalah hal yang wajar. Hal ini diperburuk dengan adanya 

ketidakjelasan informasi dan proses yang membingungkan dalam pelaporan pajak 

(Dewi & Rahmawati, 2023). Kesadaran pajak di kalangan masyarakat Indonesia 

masih menjadi tantangan signifikan. Berdasarkan data otoritas perpajakan 

Indonesia tahun 2021, tercatat bahwa Wajib Pajak yang terdaftar hanya mencakup 

sekitar 9% dari total populasi Indonesia, meskipun penerimaan pajak mencapai 

Rp1,54 triliun pada tahun 2020. Dalam konteks perpajakan, ketidakpatuhan sering 

terjadi karena rendahnya kesadaran Wajib Pajak, penghindaran pajak yang tidak 

sesuai ketentuan, serta ketidaksesuaian laporan keuangan dengan data yang dimiliki 

otoritas pajak. Selain itu, lemahnya pengawasan dan sanksi yang tidak tegas juga 

menjadi faktor yang memperburuk tingkat kepatuhan pajak. Sementara itu, dalam 
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regulasi dan hukum, ketidakpatuhan dapat disebabkan oleh ketidakjelasan aturan, 

perubahan regulasi yang terlalu cepat, serta kurangnya transparansi dalam 

implementasi kebijakan. Sistem perpajakan yang terlalu rumit sering kali menjadi 

hambatan dalam kepatuhan pajak. Banyak Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam 

memahami peraturan yang sering berubah, prosedur pelaporan yang panjang, serta 

persyaratan administrasi yang membingungkan. Akibatnya, ketidakpatuhan dapat 

terjadi baik karena ketidaktahuan maupun kesengajaan untuk menghindari proses 

yang dianggap terlalu sulit. Tingginya tingkat ketidakpatuhan menuntut 

peningkatan pengawasan dan penegakan kepatuhan perpajakan secara lebih 

maksimal, khususnya oleh otoritas perpajakan Indonesia. 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan, DJP menerbitkan 

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebagai salah 

satu instrumen yang digunakan untuk memperoleh klarifikasi atas data atau 

menggali informasi yang mengarah pada potensi pajak dari Wajib Pajak. SP2DK 

merupakan salah satu mekanisme pengawasan kepatuhan perpajakan yang 

dilakukan oleh Seksi Pengawasan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Seksi 

Pengawasan bertugas memantau kepatuhan Wajib Pajak, menganalisis data 

perpajakan, serta menindaklanjuti temuan yang mengindikasikan ketidaksesuaian 

dalam pelaporan pajak. Selain Seksi Pengawasan, Account Representative (AR) 

juga memiliki peran penting dalam pengawasan perpajakan. Account 

Representative (AR) adalah pegawai DJP yang bertanggung jawab atas 

pengawasan, pelayanan, dan konsultasi perpajakan bagi Wajib Pajak di bawah 

tanggung jawabnya. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Account 

Representative (AR) menganalisis laporan pajak, mengidentifikasi potensi 

ketidaksesuaian, serta memberikan imbauan atau permintaan klarifikasi sebelum 

mengambil tindakan lebih lanjut. 

Salah satu instrumen utama dalam proses ini adalah penerbitan SP2DK. 

SP2DK berfungsi untuk meminta klarifikasi atas data atau informasi yang dimiliki 

DJP yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian atau potensi selisih kurang 

dalam pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak memberikan respons 

yang memadai dan dapat menjelaskan perbedaan data yang ditemukan, proses 
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pengawasan dapat dihentikan tanpa perlu pemeriksaan lebih lanjut. Namun, jika 

Wajib Pajak tidak menanggapi atau memberikan penjelasan yang tidak sesuai, DJP 

dapat melanjutkan ke tahap pemeriksaan pajak. Tahap ini berpotensi menghasilkan 

ketetapan pajak dengan konsekuensi hukum yang lebih berat. Oleh karena itu, 

SP2DK menjadi instrumen penting bagi DJP dalam meningkatkan kepatuhan 

sukarela Wajib Pajak sekaligus mencegah potensi pelanggaran dalam pelaporan 

perpajakan. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji topik ini sebagai 

kesempatan untuk mempelajari dan menerapkan pengalaman yang diperoleh 

selama magang pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat 

Dengan pengamatan langsung, penulis bermaksud menyajikan laporan akhir dalam 

bentuk yang akademis dan praktis. Dari pengamatan tersebut, penulis 

menyimpulkan bahwa SP2DK merupakan alat yang penting dalam 

mengoptimalkan pengawasan perpajakan di Indonesia. Selain itu, SP2DK juga 

berfungsi sebagai instrumen yang tidak semata-mata ditujukan untuk upaya 

peningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran Wajib 

Pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Berdasarkan deskripsi tersebut, 

penulis memutuskan untuk mengambil judul ”Prosedur Penerbitan Surat 

Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada KPP Pratama 

Palembang Ilir Barat." 

 

1.2 Fokus Pengamatan 

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang di atas, Fokus pengamatan 

dalam penulisan ini diarahkan pada pemahaman terhadap prosedur penerbitan Surat 

Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang dilaksanakan 

di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Penulis akan mengamati tahapan awal yang 

harus dilakukan sebelum penerbitan SP2DK, termasuk proses pengumpulan data 

yang diperlukan. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan jenis data yang harus 

dikumpulkan oleh Account Representative (AR) dan bagaimana proses analisis data 

Wajib Pajak sehingga data tersebut dapat menjadi dasar bagi AR untuk menerbitkan 

SP2DK. Penulis juga akan menguraikan durasi yang diperlukan dalam proses 
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penerbitan SP2DK, serta berapa lama proses yang diperlukan oleh AR untuk 

meneliti Daftar Prioritas Pengawasan (DPP), yang menjadi langkah awal dalam 

mengidentifikasi Wajib Pajak yang membutuhkan perhatian lebih. Dengan 

demikian, penulis akan menggali lebih dalam mengenai bagaimana AR berperan 

dalam menilai kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi dan bagaimana proses 

pengumpulan data tersebut dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memperoleh pemahaman tentang Prosedur penerbitan SP2DK pada KPP 

Pratama Palembang Ilir Barat. 

2. Untuk mengetahui tahapan awal serta langkah-langkah selanjutnya yang harus 

dilakukan dalam proses pengumpulan data Wajib Pajak sebelum penerbitan 

SP2DK. 

3. Untuk mengetahui bagaimana Account Representative (AR) mengidentifikasi 

potensi ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakannya. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

1. Bagi Mahasiswa 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan, terutama 

pada penerapan teori yang diberikan di bangku perkuliahan dengan kenyataan 

yang terjadi di lapangan, serta menumbuhkan profesionalisme dalam 

melaksanakan pekerjaan. Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk 

mengembangkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan yang tinggi dalam 

penerapannya di dunia kerja. 

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Palembang 

Dapat digunakan sebagai bentuk evaluasi atas hasil kinerja sehingga bisa 

menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan guna memperbaiki 

kinerja ke depannya. Hal ini bertujuan agar dapat menciptakan pelayanan yang 

lebih baik dan meningkatkan kepatuhan pajak. 
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3. Bagi Universitas Sriwijaya 

Dapat memudahkan dalam tahapan pengembangan kurikulum yang lebih 

relevan dengan kondisi nyata di lapangan. Laporan ini dapat menjadi bahan ajar 

yang berguna bagi mahasiswa lain, serta mencerminkan komitmen fakultas 

dalam membekali lulusannya keahlian praktis serta pemahaman yang 

komprehensif terkait sistem perpajakan, termasuk peran SP2DK dalam 

kepatuhan perpajakan. 
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